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PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 29/PERMEN-KP/2013 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI TERPADU 

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN               
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas 
pelaksanaan program pembangunan kelautan dan 
perikanan, perlu melaksanakan monitoring dan 
evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program 
pembangunan kelautan dan perikanan; 

b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan 
program pembangunan kelautan dan perikanan, perlu 
adanya pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
terpadu terhadap pelaksanaan program pembangunan 
kelautan dan perikanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Terpadu Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan 
Kelautan dan Perikanan; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5073); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4660); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4739); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 125); 

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 126); 

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;  

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010; 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id

